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ABSTRAK

Eliza Titi Zalvia (21042020) : Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan
Penataan Pedagang Kaki Lima
(PKL) di Kawasan Pantai Purus
Dalam Mewujudkan Fungsi Tata
Ruang Kota Padang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan penataan pedagang kaki
lima di kawasan wisata Pantai Purus Kota Padang yang selama ini menimbulkan
ketidakteraturan tata ruang, penurunan estetika kawasan, dan berkurangnya
kenyamanan wisatawan. Sebagai upaya penataan, Pemerintah Kota Padang
membangun dan mengelola Lapau Panjang Cimpago melalui Dinas Pariwisata,
dengan tujuan menertibkan aktivitas pedagang kaki lima, meningkatkan daya tarik
wisata, serta mendukung fungsi tata ruang kota. Namun, dalam pelaksanaannya
masih ditemukan berbagai kendala, seperti pedagang yang berjualan di luar lokasi
yang ditentukan, fasilitas yang belum memadai, promosi yang kurang optimal, serta
rendahnya respon terhadap keluhan pedagang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan
kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima di kawasan Pantai Purus Kota Padang,
dengan fokus pada penataan melalui Lapau Panjang Cimpago dalam mendukung
fungsi tata ruang kota. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode
deskriptif, untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara
mendalam dari perspektif para pelaku kebijakan dan masyarakat terdampak. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan,
terdiri dari pihak pengelola, pengawas, kelurahan, pedagang, dan pengunjung.
Selain itu, data diperoleh dari observasi lapangan serta studi dokumentasi. Proses
analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang mencakup tahap
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk meningkatkan
validitas, digunakan triangulasi sumber dan metode.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penataan
pedagang kaki lima belum berjalan secara efektif. Hal ini dilihat dari teori
efektivitas menurut William N. Dunn (2006:430). Efisiensi belum tercapai karena
pemanfaatan sumber daya kurang maksimal. Kecukupan rendah akibat fasilitas
tidak memenuhi kebutuhan pedagang kaki lima dan pengunjung. Pemerataan lemah
karena distribusi kios tidak adil dan masih ada praktik sewa ilegal. Ketepatan
konsep sudah relevan, tetapi pelaksanaannya belum sesuai kondisi sosial-ekonomi
pedagang kaki lima. Responsivitas kurang karena keluhan dan masalah di lapangan
belum tertangani dengan cepat. Diperlukan perbaikan perencanaan, pelaksanaan,
dan pengawasan agar Lapau Panjang Cimpago efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Efektivitas Kebijakan,Penataan Pedagang Kaki Lima,Fungsi Tata
Ruang
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara-negara berkembang saat ini sedang melaksanakan pembangunan
dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, demikian juga Negara
Indonesia dimana dalam melaksanakan pembangunan tersebut mempunyai
tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meletakkan landasan
yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Ketika landasan pembangunan yang
pertama kuat maka akan berdampak baik untuk pembangunan yang berikutnya.
Salah satu yang dapat dilihat dari pembangunan suatu negara ialah dari sektor
pembangunan ekonomi (Subianto, 2020).

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan
sebaliknya, pertumbuhan ekonomi mampu memperlancar proses
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan
sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan
ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam
suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu
indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi
(Suhendra and Wicaksono 2020). Adanya kegiatan perekonomian dapat
membantu meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Seiring dengan urbanisasi yang cepat, negara Indonesia menghadapi

tantangan dalam menyediakan lapangan pekerjaan formal yang memadai, yang



mengakibatkan munculnya berbagai masalah sosial kompleks. Sebagai respons
terhadap kondisi tersebut, sektor ekonomi informal, termasuk pedagang kaki
lima berkembang pesat didaerah perkotaan.

Menurut Wisdasari & Ikhwan (2024), pedagang kaki lima (PKL) adalah
salah satu bentuk pekerjaan di sektor informal yang banyak berkembang di
kota-kota besar Indonesia, termasuk Kota Padang. Kegiatan ini muncul sebagai
alternatif bagi masyarakat yang tidak tertampung di sektor formal dan belum
tersentuh secara mendasar melalui kebijakan pemerintah. Keberadaan
pedagang kaki lima menjadi tumpuan bagi masyarakat kelas bawah di daerah
perkotaan. Peningkatan yang begitu pesat sektor informal ini mampu
menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi angkatan kerja di perkotaan,
serta berperan dalam mengurangi pengangguran (Rahmayeni, 2018).

Keberadaan pedagang kaki lima memiliki dua sisi yang saling
berlawanan dalam dinamika perkotaan. Di satu sisi, pedagang kaki lima
memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian kota dengan
menciptakan peluang usaha, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat,
serta memenuhi kebutuhan warga akan barang dan jasa dengan harga yang
lebih terjangkau. Keberadaan mereka juga berperan dalam menggerakkan
sektor ekonomi informal yang sering menjadi penopang bagi masyarakat
berpenghasilan rendah. Selain itu, pedagang kaki lima dapat menjadi daya tarik
tersendiri, terutama jika dikelola dengan baik.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan bagian integral dari sektor

ekonomi informal yang berperan signifikan dalam perekonomian daerah. Akan



tetapi keberadaan pedagang kaki lima dalam sektor informal menjadi masalah
yang sulit diselesaikan oleh negara yang sedang berkembang termasuk
pemerintah daerah di Indonesia (Fitradella, 2020). Banyak sekali usaha
pemerintah dalam menertibkan pedagang kaki lima tersebut. Berbagai upaya
dilakukan pemerintah untuk memperindah kota dengan menata keberadaan
pedagang kaki lima tersebut. Akan tetapi pedagang kaki lima juga
membutuhkan tempat yang justru seringkali tidak diindahkan di dalam
perencanaan kota sehingga tidak jarang penataan ini malah menimbulkan
penolakan dari pedagang sendiri karena membuat para pedagang jauh dari
keramaian kegiatan perekonomian masyarakat.

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat, berperan penting
sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan perdagangan di wilayah
barat Pulau Sumatra. Dalam beberapa dekade terakhir, Kota Padang mengalami
pertumbuhan yang cukup pesat, baik dari segi infrastruktur maupun jumlah
penduduk. Selain itu, Kota Padang juga dikenal sebagai salah satu destinasi
wisata unggulan di Sumatera Barat, dengan berbagai objek wisata alam,
budaya, dan kuliner yang menarik. Salah satu ikon wisatanya yang paling
terkenal adalah Pantai Padang, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan
lokal maupun mancanegara. Berdasarkan keputusan Walikota Padang No. 253
tahun 2014 tentang Pantai Padang sebagai kawasan wisata, dimana wilayah
yang dimaksud sebagai Pantai Padang yaitu mulai dari Jalan Muaro sampai

dengan Jalan Samudera. Namun demikian, Pantai Padang juga menghadapi



berbagai permasalahan, salah satunya adalah maraknya keberadaan pedagang
kaki lima yang belum tertata dengan baik.

Peneliti memilih pantai Purus sebagai objek studi karena kawasan ini
menghadapi permasalahan mendasar terkait penataan pedagang kaki lima.
Sebagai ruang publik dan daya tarik wisata utama di Kota Padang, Pantai Purus
memiliki potensi besar untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Namun, keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertata dengan baik dapat
mengurangi estetika dan kenyamanan kawasan wisata. Maraknya keberadaan
pedagang kaki lima dipantai Purus ditandai dengan banyaknya pedagang kaki
lima yang berjualan di sepanjang Pantai Purus hal ini menyebabkan kawasan
Pantai menjadi semrawut, mengurangi nilai estetika, dan mengganggu
kenyamanan pengunjung. Selain itu keberadaan pedagang kaki lima di Pantai
Purus yang kurang terorganisasi ini menjadi potensi sumber polusi lingkungan,
dimana menyebabkan peningkatan jumlah sampah dan banyaknya sampah

yang berserakan.

Gambar 1. 1 Pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima
Sumber : Hasil dokumentasi pada observasi awal, 20 Februari 2025



Untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima dikota Padang
khususnya pada Pantai Purus maka pemerintah Kota Padang mengeluarkan
kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan
ini dibuat berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah
daerah yang berhak mengatur daerah dan masyarakatnya sendiri. Maka
berdasarkan hal tersebut, pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan
Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan
pedagang kaki lima. Dimana dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun
2014 dalam pasal 3 bagian A dijelaskan bahwa “salah satu tujuan penataan dan
pemeberdayaan pedagang kaki lima yaitu menciptakan suasana tempat usaha
pedagang kaki lima yang tertib, bersih, indah, nyaman, dan aman”, maka dari
hal itu mangacu pada pasal 7 bagian 4 dijelaskan bahwa lokasi pedagang kaki
lima ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Padang.

Salah satu bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang No.
3 Tahun 2014 yaitu dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Padang No. 44 Tahun
2022 tentang pemanfaatan kios Lapau Panjang Cimpago (LPC). Kios Lapau
Panjang Cimpago yang selanjutnya disingkat Kios LPC adalah bangunan milik
Pemerintah Kota Padang yang berada di bagian timur Objek Wisata Pantai
Cimpago Purus, Kecamatan Padang Barat, yang status penggunaannya
berada pada Dinas. Dibangunya Lapau Panjang Cimpago ini dengan tujuan
pindahnya pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di sepanjang Pantai
Padang ke Lapau Panjang Cimpago sebagai tempat usaha. Kebijakan ini

dipandang sebagai sebuah kebijakan yang inovatif dari pemerintah Kota



Padang untuk menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima di Pantai
Padang, khususnya pada Pantai Purus. Kebijakan ini dibuat bukan tanpa alasan,
melainkan untuk kenyamanan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara awal
pada Bidang Destinasi, Dinas Pariwisata Kota Padang mengatakan bahwa:
“....Pemerintah kota padang sudah membangun pasar kuliner
yaitu lapau panjang cimpago (LPC) dan puja sera sebagai lokasi
alternatif bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL). Kemudian kami
juga telah telah merelokasikan 100-200 PKL ke Lapau Panjang

Cimpago (LPC) dan 20-50 PKL ke Puja Sera Pantai Padang”(Tri
Pria Anugerah ,16 Januari 2025)

Dalam upaya menata pedagang kaki lima di Pantai Padang khususnya
pada pantai Purus, pemerintah Kota Padang telah menyediakan lokasi alternatif
seperti Lapau Panjang Cimpago. Lokasi strategis yang diciptakan di kawasan
wisata di Pantai Padang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai
aspek ekonomi, sosial, dan pariwisata. Salah satu fungsi utamanya adalah
meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, terutama bagi pedagang kaki lima.
Dengan menyediakan area berdagang yang mudah diakses oleh wisatawan,
pemerintah Kota Padang juga berupaya membantu meningkatkan pendapatan
para pedagang sekaligus menjaga ketertiban kawasan wisata. Selain itu, lokasi
relokasi tersebut juga mempermudah akses bagi wisatawan dengan fasilitas
pendukung seperti tempat parkir, jalur pejalan kaki, masjid, toilet dan ruang
publik yang nyaman. Penataan ini juga berfungsi menjaga keindahan,
kebersihan pantai, serta mengurangi kekacauan akibat pedagang kaki lima
yang berjualan di sembarang tempat (Zakia Aldeo dkk. 2023).

Akan tetapi dalam pengelolaannya, Lapau Panjang Cimpago

menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu keluhan



utama dari para pedagang kaki lima adalah lokasi Lapau Panjang Cimpago
yang dianggap kurang strategis karena sepi pengunjung, sehingga tidak
mendukung kelangsungan usaha mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan
salah satu pedagang kaki lima yang berjualan di Lapau Panjang Cimpago:
“....Saya sudah lama dipindahkan kesini namun semenjak
dipindahkan kesini pendapatan saya jadi berkurang. Di sini lebih
sepi pembeli. Banyak pengunjung lebih memilih ke bibir pantai
karena tempatnya lebih ramai dan luas. Di sini area jualannya

terbatas, jadi pendapatan saya pun kurang stabil."(Ibu Mardalena
(PKL),20 Feberuari 2025)

Kondisi ini membuat pendapatan para pedagang menurun dan
menimbulkan ketidakpuasan terhadap kebijakan relokasi. Selain itu, kapasitas
area di Lapau Panjang Cimpago juga terbatas dan tidak mampu menampung
seluruh pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di kawasan Pantai
Padang. Akibatnya, banyak pedagang kaki lima memilih untuk meninggalkan
lokasi relokasi dan kembali berjualan di area-area yang lebih ramai. Dalam
pelaksana Lapau Panjang Cimpago dianggap kurang strategis oleh para
pedagang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya
tingkat kunjungan masyarakat ke area Lapau Panjang Cimpago, keterbatasan
ruang berjualan, serta letaknya yang tidak berada di jalur utama keramaian
wisatawan. Banyak pedagang merasa bahwa meskipun mereka telah
dipindahkan ke lokasi yang resmi, potensi ekonomi mereka justru menurun
karena sepinya pengunjung dibandingkan dengan kawasan Pantai Purus yang
lebih ramai dan terbuka.

Dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago, pemerintah tentu

memegang peranan penting. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan



menyediakan fasilitas yang layak bagi para pedagang kaki lima serta
melakukan pemeliharaan secara rutin terhadap kondisi fisik dan lingkungan
Lapau Panjang Cimpago. Ketersediaan fasilitas yang memadai sangat
diperlukan untuk mendukung kenyamanan berjualan bagi pedagang kaki lima
sekaligus menjaga daya tarik kawasan wisata. Namun, kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa banyak bangunan di kawasan Lapau Panjang Cimpago
mengalami kerusakan dan tidak mendapatkan perbaikan yang memadai.
Kondisi ini mencerminkan masih kurangnya perhatian dari pemerintah dalam
aspek pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Akibatnya, fungsi Lapau
Panjang Cimpago sebagai lokasi penataan pedagang kaki lima menjadi tidak
optimal, dan hal ini turut memengaruhi minat pedagang kaki lima untuk tetap

berjualan di lokasi tersebut.

Gambar 1 ' Keruskan pada Lapau Panj ang‘Cimpago
Sumber : Hasil dokumentasi pada observasi awal, 22 Februari 2025

Kemudian dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago, ketersediaan
anggaran memegang peranan yang sangat penting. Anggaran dibutuhkan tidak
hanya untuk pembangunan awal, tetapi juga untuk pemeliharaan dan perbaikan

fasilitas secara berkelanjutan. Namun, kenyataannya keterbatasan anggaran



menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago
ini. Banyak kerusakan pada bangunan dan fasilitas umum yang tidak segera
diperbaiki akibat minimnya dana yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan
lingkungan Lapau Panjang Cimpago menjadi kurang terawat, yang pada
akhirnya berdampak pada menurunnya minat pedagang kaki lima dan
pengunjung untuk memanfaatkan kawasan tersebut.

Tidak hanya berasal dari faktor pemerintah, hambatan dalam pengelolaan
Lapau Panjang Cimpago juga disebabkan oleh perilaku sebagian pedagang
kaki lima itu sendiri. Salah satu permasalahan yang muncul adalah banyaknya
pedagang kaki lima yang enggan membayar uang retribusi yang telah
ditetapkan. Dikutip dari Padek Jawapos.Com:

“...Dimana Dinas Pariwisata Kota Padang mencatat terdapat
penerunan yang signifikan dalam pencapaian target retribusi lapau
panjang cimpago, diketahui pada 2024 target dari retribusi lapau
panjang cimpago diketahui sebanyak Rp.145.200.00. namun
hingga Desember 2024 baru terealisasikan  sebanyak
Rp.95.900.000. Menurut kepala Dinas Pariwisata Kota Padang
dimana seharusnya retribusi dari Lapau Panjang Cimpago
memberikan konstribusi signifikan bagi pendapatan daerah,

ternaya belum berhasil tercapai sepenuhnya”. (Padek
Jawapos.Com. 23 Februari 2025)

Ketidaksadaran sebagian pedagang kaki lima dalam memenuhi kewajiban
membayar retribusi menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas
pengelolaan Lapau Panjang Cimpago. Rendahnya tingkat kepatuhan ini
menyebabkan berkurangnya sumber pendanaan yang seharusnya dapat
digunakan untuk pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan fasilitas kawasan
pada Lapau Panjang Cimpago. Padahal, retribusi memiliki peran penting

sebagai kontribusi langsung dari pelaku usaha terhadap keberlangsungan ruang
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publik yang mereka manfaatkan. Ketika retribusi tidak dibayarkan secara
konsisten, maka pengelolaan Lapau Panjang Cimpago menjadi tidak optimal
dan berbagai kebutuhan operasionalpun sulit dipenuhi. Akibatnya, fungsi
Lapau Panjang Cimpago sebagai kawasan penataan pedagang kaki lima
menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tujuan utama dari relokasi
pun gagal tercapai secara maksimal.

Tidak hanya itu, salah satu penyebab banyaknya pedagang kaki lima yang
meninggalkan lokasi relokasi di Lapau Panjang Cimpago juga terdapat
kurangnya pengawasan yang konsisten dari pihak  pemerintah.
Ketidakkonsistenan dalam pengawasan menyebabkan terjadinya pelanggaran,
seperti praktik penyewaan kios oleh pedagang kaki lima kepada pihak lain
secara tidak resmi. Praktik ini tentu menyalahi ketentuan yang berlaku, tetapi
juga menghambat tujuan awal relokasi, yaitu menciptakan keteraturan dan
kepastian dalam penataan kawasan. Di sisi lain, lemahnya pengawasan juga
membuat sejumlah pedagang kaki lima merasa bebas untuk meninggalkan
tempat relokasi tanpa konsekuensi yang jelas. Akibatnya, banyak kios di Lapau
Panjang Cimpago yang terbengkalai atau tidak digunakan sebagaimana
mestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bidang Destinasi Pada Dinas
Pariwisata Kota Padang, disaat penelitian awal dilakukan oleh penulis:

“...Pegawasan terhadap jalannya lapau panjang cimpago ini
berlangsung pernah dilakukan selama 8 bulan pada tahun 2023,
akan tetapi terjadi bentrok antara petugas keamaan dengan
pedagang kaki lima menyebabkan pengawasaan ini diberhentikan,

hingga saat sekarang ini tidak dilakukan lagi pengawasan
tersebut”.(Tri Pria Anugerah,16 Januari 2025)
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Hal ini menunjukan tidak efektifnya fungsi pengawasan terhadap
jalannya Lapau Panjang Cimpago ini, sehingga menyebabkan banyak
pedagang kaki lima meninggalkan tempat yang telah ditentukan dan memilih
untuk kembali berjualan di sepanjang pantai. Kemudian pengelolaan Lapau
Panjang Cimpago yang tidak maksimal juga disebabkan buruknya komunikasi
oleh pemerintah kepada para pedagang kaki lima. Sehingga para pedagang kaki
lima beranggapan bahwa penataan yang dilakukan tidak berpihak kepada
mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang kaki lima
pada Pantai Purus disaat penelitian awal dilakukan:

“...Pemerintah tidak memikirkan nasib dari Pedagang Kaki Lima,

dia meminta kami untuk berjualan pada kios di Lapau Panjang

Cimpago, sedangkan mereka meletakan tarif yang cukup mahal

bagi kami yang pedagang kecil. Sehingga uang retrribusi yang

diminta lebih besar dari pendapatan kami”.(Bapak Riki, 23 Mei
2025)

Menurut Nurya (2024), salah satu faktor penyebab ketidakefektifan
kebijakan ini adalah kurangnya komunikasi dan dialog antara pemerintah
daerah, petugas keamanan, dan pedagang kaki lima. Situasi ini menyebabkan
banyak pedagang kaki lima tidak memahami regulasi yang ada dan merasa
tidak diakomodasi dalam kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang,
yang pada gilirannya memicu resistensi dari para pedagang terhadap upaya
penertiban. Menurut Alzyirah dan Sasmita (2024), menunjukkan bahwa
kurangnya relasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pedagang
kaki lima dalam upaya penataan di Pantai Padang menyebabkan penertiban

sering diwarnai kericuhan.
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Permasalahan yang dihadapi dalam penngelolaan Lapau Panjang
Cimpago ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan yang ada belum
efektif dan memerlukan evaluasi mendalam. Meskipun Pemerintah Kota
Padang telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 44 Tahun 2022
sebagai bentuk nyata dari implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No. 3
Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemeberdayaan Pedagang Kaki Lima,
kenyataannya banyak pedagang kaki lima yang masih beroperasi di area
terlarang dan meninggalkan tempat relokasi yang telah disediakan, hal ini
menyebabkan Kawasan Pantai khususnya Pantai Purus menjadi semrawut dan
mengurangi nilai estetika serta kenyamanan pengunjung (Wahyuni 2023).

Dengan demikian, evaluasi yang komprehensif terhadap pelaksanaan
kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan Pantai Purus sangat
diperlukan dalam mewujudkan kawasan wisata yang lebih nyaman. Menurut
Chazali (2020) evaluasi kebijakan dilakukan untuk menemukan penyebab
kegagalan kebijakan dan menilai apakah kebijakan tersebut mencapai dampak
yang dicita-citakan. Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di akhir, tetapi juga
pada setiap tahapan kebijakan. Sedangkan menurut Warman (2023), Evaluasi
kebijakan adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan
dampak dari suatu kebijakan atau program pemerintah. Tujuannya adalah
untuk memahami sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan yang
diinginkan, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan
menyediakan informasi yang berguna bagi pembuat kebijakan untuk

pengambilan di masa mendatang.
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Evaluasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencakup analisis
terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima pada
pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang. Menurut
(Mahsun, 2006) bahwa efektivitas adalah hubungan antara keluaran dengan
tujuan atau sasaran yang dicapai. Dengan kata lain efektivitas merupakan unsur
pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap
organisasi, kegiatan atau program. pengertian efektivitas berhubungan dengan
pencapaian tujuan atau target kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut
peneliti memutuskan untuk mengambil judul yaitu “Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pantai Purus Dalam
Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang” karena mengevaluasi
pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu kunci penting untuk dikaji supaya
dapat melihat sudah sejauh mana tujuan kebijakan tersebut berhasil di capai
sesuai dengan yang diharakan.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya,
dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:
1.  Lapau Panjang Cimpago (LPC) dianggap kurang strategis oleh para
pedagang kaki lima.
2. Lapau Panjang Cimpago tidak dapat menampung jumlah pedagang kaki

lima yang ada di pantai Purus.
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3. Kurangnya pemeliharaan dan perbaikan fasilitas Lapau Panjang
Cimpago menyebabkan menurunnya minat pedagang kaki lima untuk
berjualan di lokasi tersebut.

4.  Terbatasnya dana menyebabkan layanan dan fasilitas di Lapau Panjang
Cimpago tidak optimal, sehingga tidak mendukung aktivitas pedagang
kaki lima secara maksimal.

5. Pengawasan terhadap lokasi alternatif tidak dilakukan secara efektif,
sehingga banyak dari pedagang kaki lima yang melanggar aturan.

6. Rendahnya kepatuhan pedagang kaki lima terhadap retribusi
menyebabkan gangguan pada operasional Lapau Panjang Cimpago.

7.  Kurangnya komunikasi antara pemerintah dan pedagang kaki lima
menyebabkan banyak pedagang kaki lima tidak memahami atau
mengikuti kebijakan Lapau Panjang Cimpago, sehingga tujuan
penataan tidak tercapai.

C. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis membatasi

masalah pada aspek yang diteliti yaitu berfokus pada efektivitas pelaksanaan

kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan pantai Purus dalam
mewujudkan fungsi tata ruang Kota Padang dan faktor yang
mempengaruhinya.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah yang telah dijelaskan, rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:
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1. Bagaimana efektivitas pelaksanan kebijakan penataan pedagang kaki lima
di kawasan pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang Kota
Padang?

2. Faktor apa yang mempengaruhi efektivitas pelaksanan kebijakan penataan
pedagang kaki lima di kawasan pantai Purus dalam mewujudkan fungsi
tata ruang Kota Padang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut
tujuan penelitian yang hendak dicapai :

1. Untuk menjelaskan efektivitas pelaksanan kebijakan penataan pedagang
kaki lima di kawasan Pantai Purus dalam mewujudkan fungsi tata ruang
Kota Padang

2. Menjelaskan Faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanan kebijakan
penataan pedagang kaki lima di kawasan pantai Purus dalam mewujudkan
fungsi tata ruang Kota Padang

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
disebutkan, maka dalam penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga (baik
almamater maupun obyek penelitian) bagi pengembangan ilmu pengetahuan
dan bagi penulis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi

pengembangan kajian dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya yang
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berkaitan dengan kajian-kajian mengenai analisis ilmiah dalam
mencermati efektivitas Pelaksanan kebijakan.
Secara Praktis
a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pemerintahan kota Padang khususnya Dinas Pariwisata Kota Padang agar
peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat di laksanakan dengan baik
dan mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.
b. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman ilmiah
peneliti secara langsung terlibat pada proses perencanaan, pelaksanaan
penelitian, dan pembuatan laporan serta penyempurnaan laporan hasil
penelitian. hasil penelitian ini menambah wawasan penulis khususnya

pada Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat
disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, pelaksanaan kebijakan penatan pedagang kaki lima di Pantai
Purus belum berjalan optimal. Dilihat dari aspek efisiensi, penggunaan sumber
daya belum maksimal karena masih ada fasilitas yang terbengkalai dan
pengawasan retribusi yang lemah. Dari sisi kecukupan, fasilitas yang ada
belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh pedagang kaki lima maupun
pengunjung, sehingga tujuan penataan dan kenyamanan kawasan belum
tercapai sepenuhnya. Pada indikator pemerataan, distribusi akses kios belum
adil akibat kurangnya transparansi dalam pemberian izin dan adanya praktik
penyewaan ilegal. Dari aspek ketepatan, meskipun konsep Lapau Panjang
Cimpago relevan untuk mendukung tata ruang kota dan pengembangan
pariwisata, pelaksanaannya belum tepat sasaran karena kurang menyesuaikan
dengan kondisi sosial-ekonomi pedagang kaki lima. Sementara itu, pada
indikator responsivitas, kebijakan belum sepenuhnya merespon keluhan dan
aspirasi pedagang kaki lima, terlihat dari minimnya penyesuaian aturan dan
lemahnya penanganan masalah di lapangan. Dengan demikian, perbaikan
menyeluruh diperlukan, baik pada perencanaan, pelaksanaan, maupun

pengawasan, agar pengelolaan Lapau Panjang Cimpago dapat lebih efektif,

96
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inklusif, dan berkelanjutan dalam mewujudkan penataan pedagang kaki lima
di kawasan wisata Pantai Purus.

Ketidakefektifan kebijakan penataan ini turut memberikan dampak
signifikan terhadap fungsi tata ruang kota, khususnya di kawasan Pantai Purus
yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan. Kembalinya pedagang
kaki lima ke ruang terbuka publik tidak hanya melanggar ketentuan tata ruang,
tetapi juga menciptakan ketidakteraturan visual, mengganggu aksesibilitas dan
sirkulasi pengunjung, serta menurunkan kualitas lingkungan wisata secara
keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang gagal menjawab
kebutuhan dasar masyarakat tidak hanya berdampak pada keberhasilan
program itu sendiri, tetapi juga menghambat terciptanya ruang kota yang tertib,
fungsional, dan berkelanjutan.

Kedua, pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima di pantai
Purus, belum berjalan secara efektif yang disebabkan oleh berbagai faktor
penghambat baik dari aspek internal maupun eksternal. Dari faktor internal,
keterbatasan sumber daya manusia menjadi tantangan utama, baik dalam hal
jumlah petugas pengelola maupun kemampuan mereka dalam melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap pedagang serta rendahnya kapasitas
SDM dari pihak edagang kaki lima. Selain itu, minimnya anggaran dan
kurangnya sarana-prasarana pendukung seperti fasilitas sanitasi, tempat parkir,
dan infrastruktur kios yang layak turut melemahkan keberlanjutan kawasan

Lapau Panjang Cimpago sebagai pusat penataan pedagang kaki lima.
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Di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan tekanan besar terhadap
efektivitas kebijakan ini. Penolakan dari pedagang terhadap lokasi relokasi
karena dianggap tidak strategis, sepi pengunjung, dan berdampak negatif
terhadap pendapatan mereka menjadi pemicu utama kembalinya aktivitas jual-
beli ke bibir pantai. Ketidaktertarikan masyarakat dan pengunjung terhadap
kawasan Lapau Panjang Cimpago, serta rendahnya dukungan dari warga
sekitar akibat minimnya pelibatan mereka dalam proses kebijakan,
memperlihatkan bahwa pendekatan top-down yang digunakan belum
membangun rasa memiliki dari para pemangku kepentingan lokal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat
diajukan adalah sebagai berikut :

Pertama, Pemerintah Kota Padang diharapkan dapat meningkatkan
efektivitas pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan
melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan yang digunakan,
khususnya dalam pengelolaan Lapau Panjang Cimpago. Diperlukan
peningkatan koordinasi antara dinas terkait, seperti Dinas PUPR, Satpol PP,
serta Dinas Pariwisata agar kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga mengedepankan pendekatan humanis dan partisipatif terhadap para
pedagang. Sangat diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di
kawasan Lapau Panjang Cimpago agar mampu memberikan kenyamanan baik
bagi pedagang maupun pengunjung. Fasilitas seperti sanitasi, akses jalan,

ruang terbuka yang nyaman, serta promosi wisata kuliner perlu mendapat
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perhatian agar kawasan Lapau Panjang Cimpago menjadi lebih representatif
dan menarik sebagai pusat ekonomi dan pariwisata lokal.

Kedua, Pemerintah daerah bersama stakeholder terkait, seperti pengelola
Lapau Panjang Cimpago, TNI-Polri, serta tokoh masyarakat, perlu
memberikan edukasi dan pelatihan kepada pedagang kaki lima mengenai
pentingnya penataan ruang, kebersihan, serta pelayanan yang baik terhadap
konsumen. Dengan begitu, para pedagang kaki lima tidak hanya menaati aturan
karena pengawasan, tetapi juga karena memiliki kesadaran kolektif akan
pentingnya kawasan wisata yang tertib dan nyaman.

Terakhir, diperlukan perumusan ulang strategi penataan kawasan wisata
Pantai Padang, termasuk evaluasi zonasi pedagang kaki lima, agar lebih sesuai
dengan kebutuhan lapangan dan realitas sosial ekonomi masyarakat. Penataan
yang efektif harus memperhatikan keseimbangan antara fungsi tata ruang,
kelestarian lingkungan pantai, dan peningkatan ekonomi lokal secara

berkelanjutan.
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